WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I KUPANG

- Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II KUPANG

NOMOR : 10 TAHUN 1997
TENTANG

PEMEENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALITKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGEAT 11 KUPANG

. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah

Tingkat 1II Kupang. maka sebagian Urusan
Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum merupa-
kan salah satu diantara beberapa urusan vyang
d1 serahkan menjadi urusan rumah tangga
Daerah sebagai kewenangan pangkal ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat
11 Kupang.

. Undang - Undamg Momor : 5 Tahum 1974 tentang

Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lemba
ran MNegara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor : 38 Tambahan Negara Nomor 3037) ;

. Undang - Undang Momer : &4 TEhun 1958 tentang

Fembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat, WNusa Tenggara Timur
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1958 Momor : 115 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1649)

. Undang - Undang Momor & Tahun 1996 tentang

Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat 11
Kupang (Lembaran Negara FRepublik Indonesia
Tahum 19%& Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3633) :

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok = pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahum 1974 Nomor 5.5
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3041)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
14 Tahum 1987 tentamng Penyerahan Sebagian

\/



Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaanm Umum
kepada Daerah ¢ Lembaranm MNegara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 49 Tambahan Lem-
baran Negara MNomor 3347 )

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas - dinas
Daerah ;

7. Instruksi Menteri Dalam Megeri Nomor 23 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi
dan Tata Kerja Daerah Tingkat I dam Dinas
Daerah Tingkat II:

B. Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor B0 Tahun
1994 {entang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Lingkup Pekerjaanm Umum Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah EKotamadya
Daerah Tingkat II Kupang.

HMEMUTUS KAN

Menetapkan  PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 EUPANG
TEMTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGEAT
Il KUPANG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
d. Daerah adalah kKotamadya Daerah Tingkat II Kupang:

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadva Daerah
Tingkat Il Kupang:

c. Walikotamadva Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Kupang;

d. Dinmas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya
Daerah Tingkat Il Kupang;

#. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang;

f. Unit Pelaksana Teknis Dimas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yanmg selan-
jutnya disebut UPTD:



q. Kelompok Jabatan Fungsional.
BABR TI1I
FPEMBENTUEKA AN
Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah
ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS PODKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dipas Pekerjaan Umum adalah wunsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Tisur;

(¢} Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-
jawabh kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Eedua
Tugas Pokok
Pasal 4
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok

a. Menyelenggarakan sebagian wurusanm rumah tangga Daerah di bidang
Pekerjaan Umum;

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat T Nusa Tenggara Timur.

Bagian Ketiga
Fungsi
Paszal b5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peratu-
ran Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umuem mempunyai Tungsi

a. perencanaan, yvaitu segala usaha dan kegiatan dalam pengumpulan
data atau infTormasi, pembuatan rencana dan kebijaksanaan

’,,J



teknis pengendalian atau pengamanan, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan kegiatan tugas pokeok yang meliputi pembangunan dan
pemeliharaan di bidang Bina Marga, Cipte Karya. Pengairan,
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan vang menjadi tanggung
Jjawabnya;

C. pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dam pemeliharaan
peralatan, untuk dapat dimanfaatkan secara optimal;

d. pelaksanaan kegiatam administrasi yang menunjang pelaksanaan
tugas pokok yang meliputi bidang Kepegawaian, keuangan, umum
dan perlengkapan;

€. pemberfan 1fizin sesuail dengan Ekebijaksanaan Walikotamadya
Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berla-
ku;

f. pelaksanaan kegiatan Operasional berdasarkan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO).
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal &

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari ;:

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

t. Seksi Bina Marga;

d. Seksi Pengairan;

e. jeksi Cipta Karya:

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Q. Kelompoek Jabatan Funagsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

Melaksanakan koordinasi penyusunan program kebutuhan Dinas Fanga—éf



lolaan Urusan Keuangan., Kepegawaian, Rumah Tangga., Perlengkapan.
Hubungan Masyarakat, Surat menyurat Dinas, Protokel dan Pembuatan
laporan.

Pasal B

Untuk menyelenogarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

a. Melakukan kegilatan di1 bidang umum, kepegawaian. keuangan.
perieangkapan, perencanaan dan program;

b. Membantu Kepala Dinas dalam menggariskan kebijaksanaan dibi-
dang tugasnya;

c. Membina dan melaksanakan kegiatan ke Tata Usahaan;

d. Memberikan saranm dam pertimbangan kepada Kepala Dinas tTentang
langkah-langkah ataw tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

e. Mengkoordinir kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaan
Anggaran Fendapatan dan Belanja Dinas:

T. Menyelengarakan rapat dan penerimaan tamu;
g. Melaksanakan dan membina arsip yang dinamis;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Fasal 10
Urusan Umum mempunyai tugas

d. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pemhoatan konsep, penomo-
ran, pengetikan dan pengiriman surat keluar;

b. Mengagenda, Mendistribusikan, dan menggandakan surat masuk dan
surat keluar;

C. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam hidang tugasnya;

d. Mengumpulkan. menyimpan dan memelihara semua Peraturan Per
undang-undangan;

e. Menyimpan dan mengarsipkan surat-surat;

. Melaksanakan 1inventaris kantor dan memelihara alat-alat per-
lengkapan Dinas Tainnya;

g. Mengurus penyediaan dan penyimpanan barang-barang cetakan;

h. Menyelenggarakan rapat dan menerima tamu; &f?



f. Menjaga ketertiban dan kebersihan kanter;

j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan;

k. Melaporkan pelaksamaan tugas dan hasilinyva kepada atasan.
Pasal 11
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas
a. Menvelenggarakan administrasi kepegawalan vang meliputi kenai-
kan gaji berkala, kenaikan pangkat., cuti, usulan pensfun dan

lain-lainm vang menvangkut masalah kepegawaian;

b, Memelihara dan menyimpan arsip-arsip kepegawaian secara tertib
dan teratur:

. Menyusun konsep kebutuhan pegawal pada Dinas Pekerjaan Umum;

d. Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai setiap akhir
tahun;

g. Menghimpun dan melaksanakan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaanm (DF3) Pegawai:

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yvang diberikan oleh
atasan;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas dam hasilnya pada atasan.
Pasal 12
Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas

a. Menyusun Konsep Rencana kebutuhan Dinas, Perlengkapan dan
Kesejahteraan pegawai:

B. Menyusun Konsep Anggaran Belanja Rutin Dinas;

c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan;

d. Melaporkan pelaksamaan tugas dan hasilnva kepada atasan.
Fasal 13

Seksi Bipa Marga mempunvai tugas melaksanmakan sebagian tugas
Dinas di bidang Bina Marga.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
Peraturan Daerah ini Seksi Bina Marga mempunyaf fungsi



a, Penyusunan program, pembuatan rencana teknis, pembinaan dan
bimbingan teknis di bidang Bina Marga:

b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;

¢. Perdizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utillitas-
nya;

d. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatanm akibalt bencana
alam;

e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.
Pasal 15
Seksi Bina Marga terdiri dari
a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
b. Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Pasal 16
Sub Seksi Perencamaan Teknis mempunyai tugas

a. Menyusun program dan perencanaan pemeliharaan peningkatan dan
pembangunan jalan dan Jembatan;

b. Melakukan survei, indentifikasi dan desain jalan dan jembatan:

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi jalam dan
Jembatan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas dam hasilnya kepada atasan.
Fasal 17

aub S5eksi Pembanmgunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

a. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan
dan jembatan;

b. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan teknis pembangunan
Jalan dan jembatan;

€. Menyelenggarakan dokumeéntasi terhadap pekerjaan pembangunan
jalan atau jembatan;

d., Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan. FF



Pasal 13

Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wempunyai tugas

d.

Mengkoordinasikan danm mengawasi pelaksanaan pemeliharaan
jalan dan jembatan;

. Menyelenggarakan dokumentasi terhadap pekerjaan pemeliharaan

jalan atau jembatan:

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;:

., Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan.

Pasal 1%

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
dibidang Pengairan,

Fasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaiwmana dimaksud pada pasal 18 dalam
Peraturan Daerah ini.

Seksi Pengairan mempunyai fTungsi

.

b

Penyusunan program pembangunan dibidang Pengairan;

Pelaksanaan survei, identifikasi dan desain dibidang Peng-
airan;
Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air;

Pengembangan sistim drainase dan pengamanan pantai;
Pengawasan dan pengendalian galian ¢ di daerah manfaat sungai.

Pasal 21

seksi Pengairan, terdiri dari

a.
b.

C

S5ub Seksi Pembangunan;
Sub Seksi Operasi dam Pemeliiharaan,

Sub Seksi Bina Manfaat.

Pasal 22

Sub Seksi Pembangunan mempunyal tugas

(1)

Menyusun program keglatan pembangunan sumber daya air,
pengamanan daerah manfaat sungai. pengembangan sistim drai
nase dan pengamanan pantai; %;?



t2) Melakukan swurvei, identifikasi pembangumnan sumber daya air,
pengamanan daerah manfaat sungai. pengembangan sistim drai-
nase dan pengamanan pantati;

(3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengawas i pelaksanaan
kegiatan pembangunan sumber dava air., pengamanan daerah
manfaat sungai, pengembangan sistim drainase dam pemgamanan
pantai.

Pasal 23
Jub Seksi Operasi dan Pemeliharsan mempunyair Lugas

(1) Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan banguman Pe-
ngairan;

(€) Melakukan inventarisasi banguman Pengairan, pengumpulan data
dan penelitian, penggunaan air permukaan:

(3) Melakukan monitoring dan evaluasi fumgsi bangunan-bangunman
Fengairan.

Pasal 24
Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas

(1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
banguman air dan sumber air permukaan:

(2} Mengawasi dan mengendalikan penambangan bahan galian ¢ di
daerah manfaat sungai.

Pasal 25

seks1 Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pekerjaan Umum di bidang ke-Cipta Karyaan.

Untuk menyvelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 24 Peraturan

Daerah ini Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan kegiatan d1 bidang teknik penyehatan, tata bangu-
nan perumahan dan tata kota;

b. Menyelenggarakan pengelolaan bangunan gedung negara, daerah
Jaringan air minum dan lain-lain;

€. Pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban bangunan.
Pasal 26

seksi Cipta Karya terdiri dari

a., 5ub Seksi Tata Ruang: Qf;



b.

L
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Sub S5ekst? Bangunan;
Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 27

sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas

.

Menyelenggarakan penataan ruang kota dan daerah, mengawasi
ketertiban penataan ruang;

Mengawasi ketertiban, penataan bangunan;
Menyelenggarakan perizinan;
Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas

L

b.

Mengawasi pelaksanaan standar teknis bangumnan;

Mengkovrdinasikan don mengawasf pelaksanvan pembangunan gedung
dan pemugaran perumahan:

. Menyelenggarakan dokumentasi danm infomasi;

. Menyelenggarakan inventarisasi gedung-gedung negara atau

daerah;
Menyelenggarakan tugas-tugas Tain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas

(1)

()

(1

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengenda-
Tian, penyuluban bangunan perumahan dam penyvehatan Tingku-
ngam;

Memantay, mengevaliuasi dan melaporkan perkembangan sarana
dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman, pertamanan
serta pemakaman.
BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
Pasal 30
Unit Pelaksama Teknis Dinmas Pekerjaan Umum adalah unsur

Pelaksana Teknis Oinas yang mempunyal ugas melaksanakan
sebagian tugas dibidang Pekerjaan Umum;




(2)

£33

(i

(2}

3

(4)

£5)

(1)

(2)

(3}

i1

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala
Unit vang berada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaanm Umum dapat dibentuk
setelah memenuhi Ekriteria tertenmtu vyang ditetapkan oleh
Menteri Pekerjaan Umum.

BAB VI
KELOMPOE JABATAN FUNGSIOMNAL

Pasal 31

Felompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas wmelaksanakan
teknis pekerjaan umum sesual dengan bidang keahlian mwasing-
masing;

kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional vang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada
dibawah dan bertanggumng jawab kepada Kepala [Dinas;

Kelompok Jabatan fFungsional dapat dibagi atas kelompok dan
sub kelompok sesuai demgan kebutuhan;

Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan sifat,
jenis dam beban kerja;

Pembinaan terhadap Lenaga fungsional sesual dengan per-
undang-undangan yang berlaku.

EAB VII
PENGANGEATAN DALAM JABATAN

Pasal 32
Kepala Dinas Pekerjaan Umum diangkat dam diberhentikan oleh
Walikotamadyva Kepala Daerah dengam persetujuan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
Kepala 35ub Bagiam Tata Usaha., Kepala Seksi1 dan Kepala 5ub
Seks1 diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya atau
Kepala Daerah;
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhenti-

kan oleh Walikotamadya Kepala Daearah atas usul Kepala Dinas
Pekerjaan Umum. 15
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BAaB VIII
TATA EERJA
Pasal 33

(1 Dalam melaksanakan tugosnyva Eepala Dinas  havoas menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi, simpli-
fikasi (KIS35) baik dalam Vingkungan Dinasnya maupun dalam
hubungan antar Dinas atau instansi lainnya sesuai dengan
bidang tugasnva:

(2} Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Kepala Seksi, Kepala Urusan,
Kepala Sub S5eksi, harus melaksanakan prinsip-prinsip koordi-
nasi, integrasi, sinkronisasi dan simpliTikasi (KIS5) sesual
dengan bidanyg tugasnya masing-masing.

Pasal 34

(1) FKepala Dinas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepale Seksi,
Kepala Urusan dan Kepala Sub Scksi masing-masing bartang-
gung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan
kepada bawahan serta melaporkanm hasil-hasil pelaksanaan
tugasnya menurut hirarkhi jabatan masing-masing:

{2) FKepala 5Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala 5eksi bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas:

{3) Para Kepala Urusan bertanmggung jawab kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dan para Kepala 35Sub 35eksi bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi.

BAB 1X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebul Sekretaris:
(£} Hal-hal yang belum diatur dajiam Peraturan Daerah ini, sepan-
jang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
Walikotamadyva Kepala Daerah.
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan
yang mengatur Tentang Pembentukan Susunman Organisai dan Tata

Kerja Dinas Pekerjoan Umum Kotamadya yang telah ada sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 137
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Penaundangan Per-
aturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranm Daerah.

Ditetapkan d1 Kupang

- e TR R o mm o s mr rw e =

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
7 patya Daerah Tk, 11 Kupang, Tingkat 11 Kupang,

g TRE. BA 5. K. LERIK

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTT dengan
Keputusan Momor ...... FHE/1997, tanggal T 1947

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Kupang Nomor ........ tanggal vheeirinae S8BT

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
KOTAMADYA DAERAH TINGEKAT TT KUPANG

Drs, W. F. PRANDA
PEMBINA
NIP. €20 016 014
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT KUPANG
NOMOR : 10 TAHUN 1937
TENTANG
PEMBENTUKAN. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II KUPANG

I. UMUM.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat Il Kupang.
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996, maka urusam dibi-
dang Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan dari beberapa
urusan vyang telah diserahkan menjadi vrusan rumah tangga daerah
sebagai kewenangan pangkal.

Berhubung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kupang
telah terbentuk maka dipandang perlu wuntuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat Il Kupang.

Dengan adanya peraturan Daerah in1 diharapkan semua tugas
Dinas Pekerjaan Umum dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 37 : cukup jelas.
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